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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi kehidupan
umat manusia. Selain itu, tanah juga merupakan tempat berpijak setiap manusia,
hewan, dan tumbuhan serta menyediakan air sekaligus tanah juga memberikan
kemakmuran. Namun tidak menutup kemungkinan tanah juga dapat menimbulkan

konflik diantara makhluk hidup terlebih sesama manusia.

Tanah dalam arti hukum memiliki peran yang sangat penting dalam
kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan
hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang
lain. Untuk mencegah masalah tanah tidak sampai menimbulkan konflik kepentingan
dalam masyarakat, diperlukan pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah atau
dengan kata lain disebut dengan hukum tanah.!

Tanah termasuk dalam BUKU II KUHPerdata yaitu Benda. Tanah tersebut
itu dikenal sebagai benda yang didaftarkan. Benda terdaftar dibuktikan dengan tanda
pendaftaran, atau sertifikat atas nama pemiliknya. Hukum Benda mengatur tentang
hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum (tanah) yang melahirkan hak

kebendaan.

! Wantijk Saleh, Hak Anda Atas Tanah, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, him. 7.



Dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua peranan tanah bagi pemenuhan
berbagai keperluan akan meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun untuk
kegiatan usaha. Sehubungan dengan itu akan meningkat pula kebutuhan akan
dukungan berupa jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pemberian jaminan
kepastian hukum di bidang pertanahan, pertama-tama memerlukan tersedianya
perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara
konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya. Selain itu dalam
menghadapi kasus-kasus konkret diperlukan juga terselenggaranya pendaftaran
tanah yang memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk dengan
mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya, dan bagi para pihak
yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditor, untuk memperoleh
keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi obyek perbuatan hukum
yang akan dilakukan, serta bagi Pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan
pertanahan.

Sehubungan dengan itu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dalam Pasal 19 memerintahkan
diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum
dimaksud di atas. Pendaftaran tanah tersebut kemudian diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang
sampai saat ini menjadi dasar kegiatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.

Dalam kenyataannya pendaftaran tanah yang diselenggarakan berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut selama lebih dari 35 tahun

2 pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960.



belum cukup memberikan hasil yang memuaskan. Dari sekitar 55 juta bidang tanah
hak yang memenuhi syarat untuk didaftar, baru lebih kurang 16,3 juta bidang yang
sudah didaftar. Dalam pada itu, melalui pewarisan, pemisahan dan pemberian-
pemberian hak baru, jumlah bidang tanah yang memenuhi syarat untuk didaftar
selama pembangunan Jangka Panjang Kedua diperkirakan akan meningkat menjadi
sekitar 75 juta. Hal-hal yang merupakan kendala dalam pelaksanaan pendaftaran
tanah, disamping kekurangan anggaran, alat dan tenaga, adalah keadaan obyektif
tanah-tanahnya sendiri yang selain jumlahnya besar dan tersebar di wilayah yang
luas, sebagian besar penguasaannya tidak didukung oleh alat-alat pembuktian yang
mudah diperoleh dan dapat dipercaya kebenarannya.

Selain itu ketentuan hukum untuk dasar pelaksanaannya dirasakan belum
cukup memberikan kemungkinan untuk terlaksananya pendaftaran dalam waktu yang
singkat dengan hasil yang lebih memuaskan. Sehubungan dengan itu maka dalam
rangka meningkatkan dukungan yang lebih baik pada pembangunan nasional dengan
memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan, dipandang perlu untuk
mengadakan penyempurnaan pada ketentuan yang mengatur pendaftaran tanah, yang
pada kenyataannya tersebar pada banyak peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah yang menyempurnakan Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961 ini, tetap dipertahankan tujuan dan sistem yang digunakan,
yang pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam Undang-undang Pokok Agraria
(UUPA), yaitu bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan
jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan dan bahwa sistem publikasinya

adalah sistem negatif, tetapi yang mengandung unsur positif, karena akan



menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian
yang kuat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat
(2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA. Pendaftaran tanah juga tetap
dilaksanakan melalui dua cara, yaitu pertama-tama secara sistematik yang meliputi
wilayah satu desa atau kelurahan atau sebagiannya yang terutama dilakukan atas
prakarsa Pemerintah dan secara sporadik, yaitu pendaftaran mengenai bidang-bidang
tanah atas permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara
individual atau massal.

Selain itu, Bahwa sekitar 64 Tahun berlakunya peraturan pemerintah tersebut,
pemerintah memandang Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tidak dapat lagi
sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan
nasional sehingga perlu dilakukan pemyempurnaannya. Berdasarkan pertimbangan
itu pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah yang diundangkan tanggal 8 juli 1997.> Dan sekarang sudah
dilakukan perubahan ketiga menjadi Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021
tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran

Tanah yang terdapat dalam Bab 7 pasal 84 ayat (1) .

Penyempurnaan yang diadakan meliputi penegasan berbagai hal yang belum
jelas dalam peraturan yang lama, antara lain pengertian pendaftaran tanah itu sendiri,
azas-azas dan tujuan penyelenggaraannya, yang disamping untuk memberi kepastian
hukum sebagaimana disebut di atas juga dimaksudkan untuk menghimpun dan

menyajikan informasi yang lengkap mengenai data fisik dan data yuridis mengenai

3 Prof. Dr. | Ketut Oka Setiawan, S.H., M.H, Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan, Jakarta
Timur, Sinar Grafika, 2019, him. 16.



bidang tanah yang bersangkutan. Prosedur pengumpulan data penguasaan tanah
juga dipertegas dan dipersingkat serta disederhanakan. Guna menjamin kepastian
hukum di bidang penguasaan dan pemilikan tanah faktor kepastian letak dan batas
setiap bidang tanah tidak dapat diabaikan. Dari pengalaman masa lalu cukup banyak
sengketa tanah yang timbul sebagai akibat letak dan batas bidang-bidang tanah tidak
benar. Karena itu masalah pengukuran dan pemetaan serta penyediaan peta berskala
besar untuk keperluan penyelenggaraan pendaftaran tanah merupakan hal yang tidak
boleh diabaikan dan merupakan bagian yang penting yang perlu mendapat perhatian
yang serius dan seksama, bukan hanya dalam rangka pengumpulan data penguasaan
tanah tetapi juga dalam penyajian data penguasaan/pemilikan tanah dan
penyimpanan data tersebut.

Perkembangan teknologi pengukuran dan pemetaan, seperti cara penentuan
titik melalui Global Positioning System (GPS) dan komputerisasi pengolahan,
penyajian dan penyimpanan data, pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dapat
dipakai di dalam pendaftaran tanah. Untuk mempercepat pengukuran dan
pemetaan bidang tanah yang harus didaftar penggunaan teknologi modern, seperti
Global Posisitioning System (GPS) dan  komputerisasi ~ pengolahan  dan
penyimpanan data perlu dimungkinkan yang pengaturannya diserahkan kepada
Menteri.

Disamping pendaftaran tanah secara sistematik pendaftaran tanah secara
sporadik juga akan ditingkatkan pelaksanaannya, karena dalam Kenyataannya akan
bertambah banyak permintaan untuk mendaftar secara individual dan massal yang

diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan, yang akan makin meningkat



kegiatannya. Pendaftaran tanah secara sistematik diutamakan karena melalui cara
ini akan mempercepat perolehan data mengenai bidang-bidang tanah yang akan
didaftar dari pada melalui pendaftaran tanah secara sporadik. Tetapi karena
prakarsanya datang dari Pemerintah, diperlukan waktu untuk memenuhi dana,
tenaga dan peralatan yang diperlukan. Maka pelaksanaannya harus didasarkan pada
suatu rencana kerja yang meliputi jangka waktu yang agak panjang dan rencana
pelaksanaan tahunan yang berkelanjutan melalui uji kelayakan agar berjalan lancar

Tujuan pendaftaran tanah untuk menghimpun dan menyediakan
informasi  yang lengkap mengenai bidang-bidang tanah dipertegas dengan
dimungkinkannya menurut Peraturan Pemerintah ini pembukuan bidang-bidang
tanah yang data fisik dan atau data yuridisnya belum lengkap atau masih
disengketakan, walaupun untuk tanah-tanah yang demikian belum dikeluarkan
sertipikat sebagai tanda bukti haknya.

Dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak
atas tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh
mana kekuatan pembuktian sertipikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang
kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan
yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat
harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari
maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa
yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Pasal 32
ayat (1) Peraturan Pemerintah ini), dan bahwa orang tidak dapat menuntut tanah

yang sudah bersertipikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5



(lima) tahun sejak dikeluarkannya sertipikat itu dia tidak mengajukan gugatan
pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain
tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang
lain atau badan hukum yang mendapat persetujuannya (Pasal 32 ayat (2) Peraturan
Pemerintah ini).

Dengan demikian maka makna dari pernyataan, bahwa sertipikat
merupakan alat pembuktian yang kuat dan bahwa tujuan pendaftaran tanah
yang diselenggarakan adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian
hukum di bidang pertanahan, menjadi tampak dan dirasakan arti praktisnya,
sungguhpun sistem publikasi yang digunakan adalah sistem negatif.

Ketentuan tersebut tidak mengurangi azas pemberian perlindungan yang
seimbang baik kepada pihak yang mempunyai tanah dan dikuasai serta digunakan
sebagaimana mestinya maupun kepada pihak yang memperoleh dan menguasainya
dengan itikad baik dan dikuatkan dengan pendaftaran tanah yang bersangkutan atas
namanya. Sengketa-sengketa dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah tetap
pertama-tama diusahakan untuk diselesaikan melalui musyawarah antara pihak
yang bersangkutan. Baru setelah usaha penyelesaian secara damai tidak
membawa hasil, dipersilahkan yang bersangkutan menyelesaikannya melalui
Pengadilan.

Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan salah satu sumber utama
dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah, maka pokok-pokok tugas
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta cara melaksanakannya mendapat

pengaturan juga dalam Peraturan Pemerintah ini. Tidak adanya sanksi bagi pihak



yang berkepentingan untuk mendaftarkan perbuatan-perbuatan hukum yang telah
dilakukan dan dibuktikan dengan akta PPAT, diatasi dengan diadakannya ketentuan,
bahwa PPAT dalam waktu tertentu diwajibkan menyampaikan akta tanah yang
dibuatnya beserta dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan
untuk kepeluan pendaftarannya. Ketentuan ini diperlukan mengingat dalam praktek
tidak selalu berkas yang bersangkutan sampai kepada Kantor Pertanahan.

Dari apa yang dikemukakan di atas jelaslah, bahwa Peraturan Pemerintah
yang baru mengenai pendaftaran tanah ini disamping tetap melaksanakan pokok-
pokok yang digariskan oleh UUPA, memuat penyempurnaan dan penegasan yang
diharapkan akan mampu untuk menjadi landasan hukum dan operasional bagi
pelaksanaan pendaftaran tanah yang lebih cepat.

Adapun menjelang tahun 2020 pelayanan pendaftaran tanah di kantor Badan
Pertanahan Kota Gorontalo mengalami penurunan yakni dengan adanya virus Corona
yang mengakibatkan terbatasnya aktifitas masyarakat sehingga berdampak pada
pengurangan target yang diakibatkan oleh realokasi anggaran. Realokasi ini terjadi
karena pandemi covid-19. Desember tahun 2019 awalnya wabah mulai dikenal di
dunia, wabah yang berasal dari negara Cina itu banyak merenggut nyawa. Corona
adalah wabah (virus) yang mengakibatkan sakit mulai dari flu, infeksi saluran
pernapasan, bersin-bersin maupun berdampak ke yang lebih serius seperti middle
east respiratory syndrome (MERS) dan sindrom pernafasan akut berat atau savare
akute respiratory syndrome (SARS)..* Virus corona adalah virus atau wabah baru yang

ditemukan diwuhan china pada tahun 2019 bulan desember yang mengakibatkan sakit

% Baharuddin & Fathimah Andi Rumpa, 2019-nCOV Jangan Takut Virus Corona, Andi
Offset, Yogyakarta, 2020, him. 3.



Coronavirus Disease 19/ covid 19. Coronavirus adalah virus RNA dengan ukuran
partikel 120-160 nm. Penyebaran Coronavirus-2019 di Indonesia pertama
dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus yang berlokasi di
Depok, Jawa Barat.> Populasi Coronavirus-2019 ini semakin bertambah hingga

menembus jumlah ribuan jiwa yang terkonfirmasi positif Coronavirus-2019.

Dilihat dari pelayanan di bidang pertanahan saat pandemi Coronavirus-2019,
pastinya dalam segi pelayanan Badan Pertanahan Nasional RI harus bekerja keras
dengan baik agar pelayanan tidak semakin terpuruk. Dalam merspon hal tersebut
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7/SE-100.HR.01/1V/2020 tentang kemudahan
dalam pelayanan penetapan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah pada masa pandemi
Coronavirus-2019 dan Keputusan Menteri Nomor 88.1/SK-HR.01/IV/2020 tentang
perpanjangan jangka waktu Pendaftaran Surat Keputusan Pemberian, Perpanjangan,
atau Pembaharuan Hak Atas Tanah, yang Telah, atau akan berakhir pada masa

pandemi Coronavirus-2019.

Bahkan Menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional
mengelurkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Repulik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik yang
mulai diberlakukan pada tanggal 12 Januari 2021. Oleh karena itu, dalam

pendaftaran tanah pelayanannya sudah sistem berbasis digital.

5 https://nasional. kompas.com/read/2020/03/02/12041761/dua-wni-yang-positif-virus-
corona-tinggal-di-depok diakses pada 4 September 2020 pukul 14.00 WIB.



https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/12041761/dua-wni-yang-positif-virus-corona-tinggal-di-depok
https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/12041761/dua-wni-yang-positif-virus-corona-tinggal-di-depok

Tabel data dari Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo

No Tahun Seb'elum. Setelah ‘
Pandemi Covid 19 Adanya Pandemi Covid 19
1. 2019 12415 orang -
2. 2020 - 6849 orang
3. 2021 - 7463 orang

Adapun data masyarakat yang mendaftarkan tanahnya sebelum pandemi
covid 19 maupun setelah adanya pandemi covid 19 yang penulis dapatkan dari
Kantor Pertanahan Kota Gorontalo yaitu sebelum Pandemi pada tahun 2019 ada
sebanyak 12415 orang yang mendaftarkan tanahnya, setelah adanya pandemi covid
19 pada pada tahun 2020 sebanyak 6849 orang yang mendaftrakan tanahnya dan
pada tahun 2021 sebanyak 7463 orang yang mendaftarakan tanahnya.

Dari data diatas bisa disimpulkan bahwa terjadi penurunan dalam pendaftaran
tanah dalam 3 tahun terakhir ini karena diakibatkan oleh pendemi covid 19 yang
mengakibatkan masyarakat harus mengikuti peraturan pemerintah terbaru no. 18
tahun 2021 mengenai pendaftaran tanah secara elektronik. Dalam hal ini masyarakat
kesulitan sebab sebagian masyarakat masih awan mengenai pendaftaran secara

digital.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penulis sangat tertarik untuk menulis
Skripsi tentang  “Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo di

masa pandemi covid 19”.

2.1 Rumusan Masalah
1. Bagaimana proses pendaftaran tanah di kantor Pertanahan Kota Gorontalo di

masa pandemi covid 19?



2. Bagaimana hambatan terhadap pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota

Gorontalo di masa pandemi covid 19?

3.1 Tujuan
Adapun yang menjadi maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Untuk mengetahui proses pendaftaran tanah di kantor Pertanahan Kota
Gorontalo di masa pandemi covid 19.
2. Untuk mengetahui hambatan terhadap pendaftaran tanah di Kantor
Pertanahan Kota Gorontalo di masa pandemi covid 19.
4.1 Manfaat Penelitian
Adapun manfaatyang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengembangan
disiplin ilmu hukum perdata kedepanya, sebagaimana manfaat secara teori ini dapat
memberikan pengetahuan mengenai Akibat pandemi Coronavirus-2019 Terhadap
kegiatan di Kantor Pendaftaran Tanah Kota Gorontalo

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan bagi penegak hukum, pemerhati hukum,
akademisi, praktisi hukum dan khususnya calon peneliti dalam pengembangan dan
ilmu pengetahuan tentang Akibat pandemi Coronavirus-2019 Terhadap kegiatan

Pendaftaran Tanah di Kantor Kota Gorontalo.



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Pandemi Coronavirus Disease 19

Coronavirus 2019 atau Covid-19 merupakan bencana non alam Penyebaran
Covid-19 sebagai bencana yang ditetapkan secara Nasional yang ditetapkan dalam
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020.

Pada awal tahun 2020 dunia di kejutkan dengan adanya bencana non alam
akibat pneumonia baru yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei, China, yang
kemudian wabah tersebut di sebut Coronavirus-2019 yang disebabkan oleh Severe
Acute Respiratory Syndrome  Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Coronavirus
mempunyai 2 macam gejala yaitu gelaja ringan seperti batuk dan pilek, dan gelaja
berat yaitu mengalami kesulitan bernafas hingga menyebabkan kematian. Orang
yang dapat terkena Coronavirus-2019 biasanya dari orang yang terjangkit virus,
termasuk orang yang tidak memiliki gejala maupun orang yang memiliki gejala
ringan. Virus ini menyebar dari orang ke orang melalui saluran pernafasan ketika
seseorang batuk atau bersin didekat orang lain. Adapun kemungkinan seseorang
terkena Coronavirus-2019 ketika menyentuh barang dimana ada virus yang
menempel dan kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mungkin lainnya.
Penyebaran Coronavirus-2019 di Indonesia pertama dilaporkan pada tanggal 2 Maret
2020, Pemerintah Indonesia mengumumkan dua WNI positif terpapar virus corona.
Hingga saat ini Coronavirus-2019 semakin bertambah hingga menembus jumlah
jutaan jiwa yang terkonfirmasi positif Coronavirus-2019.

Dengan adanya Coronavirus-2019 ini sangat mempengaruhi segala kegiatan

maupun aktivitas setiap orang. Salah satunya yang terdampak virus tersebut ialah



Kantor Pertanahan Kota Gorontalo yang harus mengejar target pembuatan sertifikat
tanah.
2.2. Konsep Pendaftaran Tanah

Pengertian pendaftaran tanah tidak terlepas dari istilah kadaster. Kata
kadaster bila ditelusuri dari segi Bahasa adalah dalam Bahasa Perancis adalah
casadro. Dalam Bahasa Italia yaitu casastro, dalam Bahasa Jerman adalah
Kataster, dan dalam Bahasa latin adalah captitastrum yang berarti suatu daftar
umum dimana nilai serta sifat — sifat dari benda tetap diuaraikan (eenopenbaar
register, waarin de waardeen de aard der onreerendegeederenom schrevenstend).®
2.2.1 Pengertian Tanah

Menurut Boedi Harsono, Tanah menurut hukum Indonesia (UUPA) hanya
bagian terkecil dari kulit bumi. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang
dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA adalah untuk digunakan, untuk
dimanfaatkan, diberikan dan dipunyai tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan
bermakna penggunaannya terbatas pada tanah sebagai permukaan bumi saja.’

Menurut Kamus Besar Indonesia, tanah adalah permukaan bumi atau lapisan
bumi di atas sekali, pengertian ini sejalan dengan pengertian tanah dalam arti yuridis
yaitu dalam Pasal 4 ayat (2) dinyatakan termasuk pula tubuh bumi yang ada
dibawahnya air dan ruang angkasa ada diatasnya sekedar diperlukan untuk

kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-

® Waskito dan Hadi Arnowo, 2019, Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia,
Prenamedia Group, Jakarta, Halm.2.

" Boedi Harsono, 2003, Hukum Agraria Indonesia sejarah PembentukanUndang-Undang Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, Halm.18.



batas menurut UUPA dan Peraturan Pemerintah yang lebih tinggi.

Tanah merupakan kebutuhan setiap manusia selalu berusaha untuk
memilikinya, merupakan kenyataan sekalipun ada juga yang tidak pernah
memilik itanah. Setelah itu akan tetap mempertahankannya apapun yang
terjadi. Tanah dapat dimiliki siapa saja, individu, masyarakat sebagai
kelompok atau badan hukum. Suatu ketika tanah menjadi warisan atau asset
perusahaan bahkan menjadi benda kramat. Jelaslah tanah mempunyai nilai
ekonomis, semakin banyak permintaan dan kebutuhan akan tanah maka semakin
tinggi nilai tanah, juga tidak dapat terhindar yang berakibat pada semakin tinggi
konflik tanah.

Tanah dalam arti wilayah terhampar di wilayah Negara Republik Kesatuan
Indonesia merupakan sumber daya alam yang amat penting dalam kehidupan
ekonomi Negara Republik Indonesia.’

Dalam hal ini, tanah dapat digunakan secara langsung oleh rakyat Indonesia
dalam memenuhi kebutuhan, sehingga penguasaan dapat di atur secara merata dan
adil. Dengan demikian, menurut Boedi Harsono sexara langsung tanah mempunyai
fungsi dalam mewujudkan masyarakat masyarakat yang adil dan makmur.!°
2.2.2 Hak Atas Tanah

Istilah “hak” selalu tidak dapat dipisahkan dengan istilah “hukum” dalam
literature hukum Belanda, kedua-duanya disebut “recht”. Akan tetapi antara hak dan

hukum dapat dibedakan dengan menggunakan istilah “objectiefrecht” dan

® Ibid.,Halm.30.
®Imam Soetiknjo, 2002, Politik Agraria Nasional,Gajah mada University Press, Jogjakarta,
Halm.3

10 Nia Kurniati, 2016, Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase dalam
Teori dan Praktik ,PT Refika Aditama, Bandung ,Halm. 2



“Subjectiefrecht”.!!

Hak atas tanah merupaka hak yang memberi wewenang, untuk memakai
tanah yang diberikan kepada orang atau badan hukum, dimana pada dasarnya tujuan
memakai tanah (secara universal) dalah untuk memenuhi 2 (dua) jenis kebutuhan
yaitu : 1). Untuk diusahakan yaitu usaha pertanian, perkebunan, perikanan,
peternakan dan sebagainya. 2). Untuk tempat membangun sesuatu usaha (wadah),
yaitu mendirikan bangunan, perumahan, rumah susun, hotel, proyek pariwisata,
pabrik, pelabuhan dan lain-lain.!? Setiap hak atas tanah memberikan kewenangan
memakai suatu bidang tanah tertentu, untuk memenuhi kebutuhan tertentu.
Kewenangan memakai dalam arti menguasai, menggunakan dan mengambil manfaat
dari suatu bidang tanah tertentu. Dalam memakai tanah mengandung kewajiban
untuk memelihara tanah termasuk menambah kesurubannya serta mencegah
kerusakannya.'?

2.2.3 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah proses pendaftaran tanah untuk
pertama kali, yang dilakukan secara serentak dari meliputi semua obyek pendaftaran
tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama
lainnya yang setingkat dengan itu. Program ini dituangkan dalam Pasal 1 angka 2
Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) dan Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018.

2.3 Asas dan Tujuan Pendaftaran Tanah

1 Van Apeldoorn. 1995, Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA (terjemahan Ramli Zein), Rineka
Cipta, Jakarta, Halm. 35.
12 Ramli Zein, 1995, Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA ,Rineka Cipta, Jakarta, Halm. 38

13 Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960.



2.3.1 Asas-Asas Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah tersebut dilakukan berdasarkan asas sederhana, aman,
terjangkau, mutakhir dan terbuka. Pengertian asas-asas tersebut dijelaskan sebagai

berikut.

a. Asas Sederhana dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokok maupun
prosedur pendaftaran tanah dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak
yang berkepentingan, terutama pemegang hak.

b. Asas Aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu
diselenggarakan dengan teliti dan cermat, sehingga hasilnya dapat
memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuannya.

c. Asas Terjangkau dimaksudkan agar pihak-pihak yang memerlukannya,
terutama golongan ekonomi lemah, dapat terjangkau pemberian pelayanan
pendaftaran tanah.

d. Asas Mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaan
dan kesinambungan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Data yang tersedia
harus menunjukkan keadaan yang mutakhir, sehingga perlu diikuti kewajiban
mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi. Asas ini
menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus-menerus dan
berkesinambungan sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu

up to date, sesuai dengan kenyataan dilapangan.

e. Asas Terbuka



Asas ini dimaksudkan dapat mengetahui atau memperoleh keterangan
mengenai data fisik dan data yuridis yang benar setiap saat di Kantor
Pertanahan Kabupaten/ Kota.

2.3.2. Tujuan Pendaftaran Tanah
Adapun tujuan pendaftaran tanah sebagai berikut.

a. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang
hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang
terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang
hak yang bersangkutan (perhatikan Pasal 19 UUPA);

b. Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk
pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan
dalam mengadakan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah
susun yang sudah terdaftar. Untuk penyajian data tersebut dilaksanakan oleh
seksi tata usaha pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota yang
dikenal sebagai daftar umum, yang terdiri atas peta pendaftaran tanah, daftar
tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama;

c. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, maka kepada pemegang hak
atas tanah yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah (pasal 4),
sedangkan untuk melaksanakan fungsi informal, data yang berkaitan dengan
aspek fisik dan yuridis dari bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar, terbuka
untuk umum. Dalam hal mencapai tujuan tertib administrasi pertanahan,

maka setiap bidang atau satuan rumah susun, termasuk peralihan,



pembebanan dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas rumah
satuan rumah susun, wajib didaftar.
Khusus untuk tujuan pendaftaran tanah yang pertama yaitu untuk
memberikan jaminan kepastian hukum, meliputi :
a. Kepastian mengenai subyek hukum hak atas tanah (orang atau badan
hukum)
b. Kepastian mengenai letak, batas, ukuran/luas tanah atau disebut

kepastian mengenai obyek hak.

2.3.3 Kegunaan Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah mempunyai keguanaan ganda, artinya di samping berguna

bagi pemegang hak, juga berguan bagi pemerintah.

a. Kegunaan bagi pemegang hak :

1) Dengan di perolehnya sertifikat hak atas tanah dapat memberikan rasa
aman karena kepastian hukum hak atsa tanah;

2) Apabila terjadi peralihan hak atas tanah dapat dengan mudah
dilaksanakan;

3) Dengan adanya sertifikat, lazimnya taksiran harga tanah relatif lebih
tinggi dari pada tanah yang belum bersertifikat;

4) Sertifikat dapat dipakai sebagai jaminan kredit;

5) Penetapan pemabayaran Pajak Bumi dab Bangunan (PBB) tidak akan

keliru;



b. Kegunaan bagi pemerintah

1) Dengan diselenggarakan pendaftaran tanah berarti akan menciptakan
terselenggarakan tertib administrasi di bidang pertanahan, sebab
dengan terwujudnya tertib administrasi pertanahan akan memperlanar
setiap kegiatan yang menyangkut tanah dalam pembangunan di
Indonesia.

2) Dengan diselenggarakan pendaftaran tanah, merupakan salah satu cara
untuk mengatasi setiap keresahan yang menyangkut tanah sebagai
sumbernya, seperti pendudukan tanah secara liar, sengketa tanda batas

dan lain sebagainya.

2.4. Penyelenggaraan dan Pelaksana Pendaftaran Tanah
2.4.1 Penyelenggaran Pendaftaran Tanah

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA, yang menyatakan
bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran
tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang
diatur oleh Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah yang
dimaksud untuk pertama kalinya adalah Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961,
Perubahan kedua yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, kemudian
Perubahan Ketiga yaitu menjadi Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang

Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.



2.4.2. Pelaksana Pendaftaran Tanah
Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan tanah untuk pertama kali
dan pemeliharaan data pendaftaran tanah
a. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :
1) Pengumpulan dan pengolahan data fisik
2) Pembuktian hak dan pembukuannya
3) Penerbitan sertifikat
4) Penyajian data fisik dan data yuridis
5) Penyimpanan daftar umum dan dokumen
b. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi
1) Pendaftaran peralihan hak dan pembeban hak

2) Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah
secara sistematik dan sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah
pendaftaran tanah yang didasarkan pada suatu rencana kerja pemerintahn dan
dilaksanakan dalam suatu wilayah yang diterapkan oleh Menteri, sedangkan
pendaftaran tanah secara sporadik adalah pendaftaran tanah yang dilakukan atas

permintaan atau permohonan pihak yang berkepentingan.'#

Berdasarkan hal tersebut yang di atas, maka pemerintah berkewajiban untuk
mendaftarkan tanah sedangkan masyarakat (pemegang hak atas tanah) berkewajiban

untuk mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan.

14 Adrian Sutedi, 2008, Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta,
Hal.117-121.



2.4.3 Jenis-jenis Pendaftaran Tanah

Ada beberapa jenis pendaftaran tanah yaitu fiscalcadastre, land
information system dan legal cadastre (juridical cadastre).
1. Fiscalcadastre

Pendaftaran tanah yang bertujuan untuk keperluan pemungutan pajak atas
tanah-tanah hak barat disebu Vervonding Eropa, untuk tanah-tana hak milik adat
di wilayah gemeente disebut vervonding Indonesia, yang berada diluar wilayah
gemeente disebut landrente atau pajak bumi. Dasar penentuan objek pajaknya
adalah status tanahnya sebagai tanah barat dikenakan Vervonding Eropa dan tanah
hak milik adat dikenakan Vervonding Indonesia atau pajak bumi (girik/pipil/petuk).
Sedangkan wajib pajaknya adalah pemegang hak atau pemiliknya, walaupun yang
menguasai tanah itu memintanya. Hal itu sesuai dengan asas hukum tanah antar
golongan.'>
2. Land information system

Pendaftaran tanah ditujukan untuk kepentingan pemerintah dalam rangka
pemanfaatan bidang-bidang tanah tertentu, misalnya sebagai lokasi yang strategis
bagi Kementerian Pertanahan untuk mempertahankan keamananan negara dari
serangan negara lain. Bisa juga diperlukan oleh pemerintah (Kementerian
Pertanian) untuk kepentingan menanam tumbuh-tumbuhan dalam pengadaan
pangan, obat-obatan dan palaw hijau tertentu. Pendaftaran tanah seperti ini disebut
land information system (LIS). Pendaftaran tanah yang seperti ini hanyalah dimiliki

oleh negara-negara yang maju sedangkan Indonesia belum mencapai hal itu.

15 T Ketut Oka Setiawan, Op.cit. Halm. 20.



3. Legal cadastre (juridical cadastre)

Pendaftaran tanah jenis ini ditujukan untuk menjamin kepastian hukum bagi
pemegang hak atas bidang tanahnya. Pendaftaran jenis inilah yang dimaksudkan
dalam ketentuan pasal 19 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa untuk menjamin
kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah
Indonesia menurut Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud
untuk pertama kalinyaadalah Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961,
kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997, dan di ubah
lagi dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2021.

2.5. Tata Cara Pendaftaran Hak Atas Tanah

Dalam Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara

Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan di atur

13

dalam pasal 3 ayat (2) berbunyi bahwa pemberian dan pembatalan hak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri dapat melimpahkan kewenangannya
dan pejabat yang di tunjuk.

Pemberian Hak secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pemberian hak atas sebidang penerima hak yang memenuhi kriteria
tertentu kepada penerima hak yang memenuhi kriteria tertentu yang dilakukan
dengan satu penetapan pemberian hak (Permen Agraria No. 9 tahun pasal 76 ayat 2)

Sebagaimana diatur dalam pasal 104 Permen Agraria No.9 tahun 1999 ayat
(1) pembatalan hak atas tanah keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan

dan penguasaan tanah dan (2) pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diterbitkan karenaterdapa cacat hukum administrasi dalam penertiban



keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tata cara pemberian Hak Pengelolaan sebagaimana di atur dalam pasal 70
berbunyi permohonan hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat
(1) diajukan kepada menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Pertanahan yang
daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.

Tata cara permohonan dan pemberian hak atas tanah secara umum di atur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 5 Tahun 1973 yang
berjudul “Ketentuan-ketentuan mengenai pemberian hak atas tanah”. Karena
ternyata dalam prakteknya diperlukan cara lebih khusus untuk pemohon tertentu
yang berkenaan dengan tanah yang dimohon, Maka kemudian Menteri Dalam
Negeri mengatur pula tata cara permohonan dan pemberian hak atas tanah antara
lain :

1) Untuk keperluan perusahaan (PMDN nomor 5 tahun 1974
2) Atas bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan (PMDN nomor 1 tahun 1977)
3) Atas tanah bekas Hak Baras (PMDN nomor 3 tahun 1979)

Walaupun ada PMDN lain selain PMDN nomor 5 tahun 1973 yang mengatur
tata cara permohonan dan pemberian hak atas tanah tetapi peraturan pokoknya
tetaplah PMDN nomor 5 tahun 1973. PMDN yang lain hanyalah mengatur hal
khusus yang menyimpan dari acara yang telah diatur dalam PMDN nomor 5 tahun
197316

2.6. Pendaftaran tanah menurut PP Nomor 18 Tahun 2021

18 | Ketut Oka Setiawan, 2019, Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan, Sinar Grafika,
Jakarta, Halm. 32



Pendaftaran tanah merupakan salah satu kegiatan mendaftarkan suatu hak
milik atas tanah supaya mempunyai kekuatan hukum. Pendaftaran menurut Peraturan
Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah, dalam Pasal 1 angka 9
yang menyebutkan bahwa Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang di
lakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur,
meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan
data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, Mengenai bidang-bidang
tanah, Ruang atas tanah, Ruang bawah tanah, yang sudah ada haknya dan hak milik
atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.!” Pendaftaran
tanah di kantor Pertanahan Kota Gorontalo sudah berbasis digital atau elektronik.
Pendaftaran tanah dilakukan di kantor pertanahan atas tanah yang akan di daftarkan
untuk menghasilkan sebuah seritikat sebagai tanda bukti untuk diberikan kepada

pemegang haknya.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dilaksanakan oleh pemerintah untuk
kepetingan rakyat dalam rangka memberi jaminan kepastian hukum di bidang
pertanahan. Kegiatan pengumpulan data fisik yang haknya didaftar dapat saja
dilakukan oleh swasta, asal saja hasilnya disahkan oleh pejabat pendaftaran yang
berwenang karena akan digunakan sebagai data bukti (Boedi Harsono, 1997:71).

Data yang terhimpun meliputi dua macam, yaitu:

1) Data fisik mengenai tanahnya: lokasi, batas-batasnya, luasnya bangunan dan

tanaman yang ada di atasnya;

17 peraturan pemerintan nomor 18 tahun 2021



2) Data yuridis mengenai haknya: apa nama haknya, siapa memegang hak itu,

apakah ada atau tidak ada hak pihak lain.'®
2.7. Tinjauan Umum Badan Pertanahan Nasional (BPN)
2.7.1. Pengertian Badan Pertahanan Nasional

Dalam pengertian Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan
Pertanahan Nasional pasal 1 ayat (1), Badan Pertanahan Nasional adalah “Lembaga
Pemerintah Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
presiden”. Sedangkan pengertian Badan Pertanahan Naional adalah lembaga
pemerintah non departemen yang mempunyai bidang tugas dibidang pertanahan
dengan unit kerjanya, yaitu kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional ditiap-tiap
Provinsi dan di daerah Kabupaten atau kota yang melakukan pendaftaran hak atas
tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. Lembaga tersebut dibentuk
berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1988
yangb bertugas membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan
administrasi pertanahan, baik berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria maupun
Peraturan Perundang-undangan lain yang meliputi Peraturan Perundang-undangan
lain yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah,
penguasaan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang
berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh

presiden.

18 | Ketut Oka Setiawan, 2019, Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan, Sinar Grafika,
Jakarta, Halm. 14



Adapun Susunan Badan Pertanahan melalui Kantor Wilayah  Badan
Pertanahan Nasional Provinsi sebagaimana yang terdapat dalam pasal 4 adalah
sebagai berikut :

a. Kepala

b. Sekretariat

c. Perwujudan tatana kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi
berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan diseluruh tanah air dan
penataan perangkat hukum dan system pengelolaan pertanahan sehingga tidak
melahirkan sengketa, konflik dan perkara dikemudian hari.

d. Keberlanjutan system kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia
dan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap
tanah sebagai sumber kesejahteraan bagi masyarakat. Menguatkan lembaga
pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang
dalam UUPA dan Peraturan Pemerintah, serta Aspirasi rakyat secara luas.

2.7.2. Tugas Badan Pertanahan Nasional

Adapun tugas Badan Pertanahan Nasional yang terdapat dalam PerPres
Nomor 10 Tahun 2006 bahwa : “Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regoinal dan
sektoral”.

Dalam Pasal 3 PePres Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan
Nasional yang berbunyi sebagai berikut : “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan;



. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;

Koordinasi kebiajkan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;

. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan;
Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di
bidang pertanahan

Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum,;

. Pengaturan dan penetapan hak atas tanah;

. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-
wilayah khusus;

Penyiapan administrasi atas tanah yang di kuasai dan/atau milik
Negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan;

Pengawasa dan pengendalian penguasaan kepemilikan tanah;

. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain;

Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di
bidang pertanahan;

. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;

. Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang
pertanahan;

. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan;

. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan;

. Pendidikan dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia di bidang
pertanahan;

Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan;



s. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan lembaga
pertanahan;

t. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan
hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

u. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku
Tugas pokok Badan Pertanahan Nasional adalah membantu Presiden dalam

mengelola dan mengembangkan Administrasi Pertanahan baik berdasarkan Undang-
Undang Pokok Agraria maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi
pengaturan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah dan lain-lain yang
berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan

oleh Presiden (Ali Achmad Chomzah, 2003: 9).



2.8. Kerangka Pikir

Undang-Undang Pokok Agraria,

PP nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
PP nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan,
Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan
Pendaftaran Tanah

Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kota
Gorontalo di masa pandemi covid 19”.

A4

l

Pendaftaran Tanah di Kantor
Pertanahan Kota Gorontalo di
masa pandemi covid 19
1. Pendaftaran Tanah Secara
Digital/Elektronik
2. PTSL (Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap)

Hambatan terhadap pendaftaran

tanah di Kantor Pertanahan Kota

Gorontalo di masa pandemi covid

19

1. Sistem Jaringan

2. Kurangnya sosialisasi terhadap
masyarakat

Terwujudnya Kepastian Hukum
Atas Kepemilikan Tanah




2.9. Definisi Operasional

Adapun beberapa hal terkait definisi operasional yaitu antara lain :

1.

Coronavirus 2019 atau Covid-19 merupakan bencana non alam Penyebaran
Covid-19 sebagai bencana yang ditetapkan secara Nasional yang ditetapkan
dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020.

Pendaftaran tanah yaitu berasal dari kata cadastre yang berasal dari Belanda
adalah sebuah sebutan teknis untuk sebuah rekaman, menunjukan pada luas,
nilai, serta kepemilikan pada sebidang tanah. secara tegas, cadastre ialah record
di berbagai lahan, nilai dibandingkan tanah serta pemilik haknya dalam keperluan
perpajakan. Maka Cadastre.

Tanah merupakan permukaan bumi atau lapisan bumi yang diluar sekali,
keadaan bumi disuatu tempat, permukaan bumi yang diberi batas daratan.
Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) adalah undang-undang yang mengatur
tentang dasar-dasar dan ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat yang memiliki wewenang
dalam pembuatan akta otentik terkait perbuatan hukum terhadap hak tanah

maupun kepemilikan satuan rumah susun.



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum empiris. Pendekatan empiris ialah
sebagai suatu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum
yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat
selain itu penelitian hukum empiris dapat dijabarkan pula sebagai penelitian yang
berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses
terjadinya dan mengenai proses bekerjannya hukum di dalam masyarakat.

Adapun yang menjadi jenis penelitian ini adalah penelitian hukum
empiris. Jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan
dengan cara meneliti data primer.
3.2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek pada penilitian ini, Peneliti berikan judul
yaitu “Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo Di Masa
Pandemi Covid 19”
3.3. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian yang Peneliti ambil yaitu pada

Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo Jalan Pangeran Kalengkongan

Nomor 18 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo.



3.4. Jenis dan Sumber Data
Didalam penelitian ini, Jenis dan sumber data yang digunakan adalah
sebagai berikut:
3.4.1. Data Primer
Data primer merupakan data yang didapat langsung dari masyarakat
sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer
dari penelitian lapangan yang dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi),
wawancara maupun penyebaran kuesioner.
3.4.2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan suatu data yang didapatkan dari hasil
penelitian Pustaka (library research) seperti buku, peraturan perundang-undangan,
dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran tanah .
3.5. Populasi dan Sampel
3.5.1. Populasi
Populasi menurut Bambang Sunggono, bahwa populasi adalah
keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Polasi dapat berupa
himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat
dengan sifat atau ciri yang sama!®
Adapun dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pegawai

Badan Pertanahan Nasional dan masyarakat di Kota Gorontalo

3.5.2. Sampel

1% Bambang Sunggono, S.H., M.S, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013,
him. 118



Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki
oleh populasi tersebut?®. Pengambilan sampel sebagai salah satu langkah dalam
penelitian penting artinya karena kesimpulan penelitian pada dasarnya adalah
generalisasi dari sampel menuju populasi.?!

Untuk mempermudah dalam pengumpulan data, Peneliti mengambil
sampel dari populasi yang ada. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah :

a. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Kota Gorontalo : 1 orang
b. Pegawai Badan Pertanahan Nasinal : 1 orang
c. Masyarakat : 2 orang
3.6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara untuk mengumpulkan data, Peneliti lakukan dengan Teknik
sebagai berikut :

3.6.1. Observasi

Observasi merupakan cara mengamati dan meneliti segala sesuatu yang
berhubungan dengan penyusunan penelitian atau bias disebut dengan
prapenelitian. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang akurat dan
autentik, Peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang
akan diteliti, termasuk didalamnya kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu yang

erat hubungannya dengan penelitian.

3.6.2. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh

20 Drs. H. Ardial, M.Si, Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014,
him. 336
21 Bambang Sunggono, S.H., Msi, ibid, him. 120



keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara juga merupakan
salah satu Teknik pengumpulan data. Wawancara atau interview dilakukan oleh
Peneliti untuk mendapatkan data berupa keterangan-keterangan dan informasi
tentang data-data penelitian.

3.6.3. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan

dalam penelitian hukum normatif. Sedangkan bagi penelitian hukum
empiris/sosiologis, studi kepustakaan merupakan ~ metode pengumpulan data yang
dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan dan
kuisioner.
3.7. Teknik Analisa Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja
seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikirsecara
optimal. Dalam menganalisis data tersebut, Peneliti menggunakan analisis Kualitatif
yaitu data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan
pengukuran. Analisis Kualitatif yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan
atau menggambarkan mengenai peraturan — peraturan yang berlaku, kemudian
dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dan akhirnya diambil sebuah

kesimpulan.

BAB IV

PEMBAHASAN



4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
4.1.1. Profil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Gorontalo

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non
kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang secara nasional, regional dan sektoral. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
biasa dikenal sebagai kantor Agraria. Kantor Pertanahan Nasional Kota Gorontalo
terletak di Jalan Pangeran Kalengkongan Nomor 18 Kelurahan Tenda Kecamatan
Kota Selatan Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, Telp : 082194383675. Kantor
Pertanahan telah bersertifikat Hak Pakai Nomor : 62/ Tenda atas nama Badan

Pertanahan Nasional, Luas Tanah : 1.127m?dengan luas bangunan 637m?

Kantor Pertanahan Kota Gorontalo merupakan salah satu instansi vertikal
Badan Pertanahan Nasional di Kota Gorontalo yang berada dalam wilayah
koordinasi Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo yang berada dibawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (RI) melalui

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo.

Dibentuknya Kantor Pertanahan Kota Gorontalo merupakan salah satu
prioritas utama pemerintah setempat dalam membentuk unit-unit organisasi
pemerinah vertikal maupun otonom dalam lingkup Kota Gorontalo hal tersebut
disebabkan dalam pengembangan kota yang sangat gencar beberapa tahun terakhir
ini, telah menimbulkan berbagai keluhan, dinamika dan masalah pertanahan yang
cukup kompleks sehingga di pandang perlu untuk segera mengusulkan pendirian

Kantor Pertanahan Nasional Kota Gorontalo.



4.1.2. Visi dan Misi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Gorontalo

Badan Pertanahan Nasional mempunyai visi yaitu menjadi lembaga yang

mampu mewujudkan kebijakan bidang pertanahan sesuai dengan kondisi dan potensi

daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Khususnya di Kantor

Pertanahan Nasional Kota Gorontalo.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Gorontalo juga mempunyai misi,

antara lain :

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan di
seluruh wilayah Kota Gorontalo.

Membangun dan meningkatkan Sistem Informasi dan Manajemen
Pertanahan Nasional (SIMTANAS) melalui Komputerisasi Kantor
Pertanahan (KKP) Kota Gorontalo.

Terwujudnya pengembangan potensi bidang Pertanahan melalui akses
aset reformasi dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Kota Gorontalo.

Terwujudnya lembaga pertanahan yang mampu mengantisipasi adanya
perkembangan Pemerintah Daerah.

Meningkatnya jalinan hubungan lintas sektor yang terkait dengan
bidang pertanahan Meningkatnya tingkat penyelesaian masalah,
sengketa, perkara dan konflik pertanahan serta mengantisipasi
pelayanan pertanahan yang dilaksanakan untuk tidak melahirkan

sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.



4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota
Gorontalo

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Badan Pertanahan

Nasional (BPN) mempunyai tugas pokok, antara lain :

1y

2)

3)

4)

5)

Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Meningkatkan pelaksanaan dan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara
menyeluruh.

Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah.

Menangani dan meyelesaikan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan
secara sistematis.

Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Adapun fungsi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Gorontalo

sendiri antara lain :

1y

2)

3)

4)

5)

Pengolahan data dan informasi di bidang pertanahan.

Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah serta pembatalan dan penghentian
hubungan hukum antar orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang
pertanahan.

Kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dan melakukan pengawasan dan
pengendalian penguasaan pemilikan tanah.

Pembinaan fungsional dan pembinaan lembaga yang berkaitan dengan bidang

pertanahan dan melakukan latihan sumber daya manusia di bidang pertanahan
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4.2

Dalam pasal 19 ayat (2) huruf ¢ Undang-Undang Pokok Agraria dan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (9) tentang Pendaftaran

Tanah, menegaskan Bahwa, “Pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang dilakukan

Hasil Penelitian dan Pembahasan

terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur.”




Adapun menjelang tahun 2020 pelayanan pendaftaran tanah di kantor Badan
Pertanahan Kota Gorontalo mengalami penurunan yakni dengan adanya virus Corona
yang mengakibatkan terbatasnya aktifitas masyarakat sehingga berdampak pada
pengurangan target yang diakibatkan oleh realokasi anggaran. Realokasi ini terjadi
karena pandemi covid-19. Sehingga dibuat peraturan pemerintah terbaru tentang
pendaftaran tanah secra elektronik yaitu Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021
tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran

Tanah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun Pendaftaran Tanah.terdapat pada
Pasal 84 ayat (1) menjelaskan bahwa penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran
tanah dilakukan secara elektronik. Adapun yang dimaksud dengan hal tersebut ialah
pendaftaran tanah menggunakan sebuah aplikasi yang membuat masyarakat
kesusahan karena belum memahami apa saja berkas yang harus disediakan oleh
masyarakat. Namun dalam melakukan pendaftaran online itu ada waktu yang telah
ditentukan dari pihak BPN Kota Gorontalo jika ada seorang pemohon yang melewati
waktu pendaftaran maka harus melakukan pendaftaran Kembali. Kemudian Apabila
jaringan aplikasi tersebut bermasalah maka proses pendaftaran tanah pun harus
terhambat dan memakan waktu cukup lama, mengakibatkan masyarakat merasa tidak
puas terhadap pelayanan yang ada di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di

Kota Gorontalo.

4.2.1 Proses Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo di

Masa PandemiCovid 19



Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 huruf a tentang Perauran Pokok-Pokok
Agraria, disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria yang disingkat dengan UUPA,
dinyatakan bahwa “ perlu adanya hukum agraria nasional yang “berdasarkan” atas
hokum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi
seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar
pada hukum agama”.?? Dan jika terjadi jual beli tanah maka harus ada pendaftaran
akta jual beli sesuai dengan UUPA Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi
sebagai berikut :

(1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya, dan
pembebannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut
ketentuan yang dimaksud Pasal 19.

b. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang

kaut mengenai hapusnya hak milik serta hak peralihan dan
pembebanan hak tersebut.

Sehubungan dengan itu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dalam Pasal 19 memerintahkan
diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum

yang dimaksud diatas.

Adapun menjelang tahun 2020 terjadi kasus Pneumonia di Kota Wuhan yang
sekarang disebut sebagai Coronavirus Disease 19 (covid 19). Virus ini dengan sangat
cepat menyebar keseluruh dunia dan banyak merenggut nyawa. Dengan adanya
wabah ini maka pelayanan pendaftaran tanah di Kantor Badan Pertanahan yang ada

di Kota Gorontalo mengalami penurunan.

Prof Dr. | Ketut Oka Setiawan, 2019, Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan, Sinar Grafika,
Jakarta, Halm. 1



Menurut Kepala Penetapan Hak dan Pendaftaran Badan Pertanahan Nasional

Kota Gorontalo menyebutkan bahwa terjadi pembatasan pelayanan publik,

khususnya di bidang pertanahan oleh BPN terkait Pendaftaran Tanah yaitu :>*

a.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali artinya kegiatan pendaftaran tanah yang
dilakukan untuk pertama kali yang belum pernah di daftar di kantor
pertanahan/ BPN Kota Gorontalo serta kegiatan ini dilakukan setiap hari
dengan turun langsung dilapangan untuk pengumpulan serta pengolahan data
fisik dan pembuktian hak dan pembukuannya

Pendaftaran tanah untuk pemeliharaan data artinya kegiatan pendaftaran
tanah yang dilakukan jika terjadi perubahan data fisik atau data yuridis dari
objek pendaftaran yang pernah di daftar di Kantor Pertahanan/ BPN Kota
Gorontalo. Perubahan data fisik terjadi jika ada pemisahan atau pemecahan
sedangkan perubahan data yuridis terjadi jika ada pembebanan atau
pemindahan hak.

Pendaftaran secara Digital/ Elektronik artinya kegiatan pendaftaran yang
dilakukan menggunakan Hp, laptop dan lain-lain. Pendaftaran ini dilakukan
dengan mengakses website Kantor pertanahan/ BPN Kota Gorontalo untuk
melakukan permohonan tanpa harus datang langsung di Kantor pertanahan.

(wawancara 22 april 2022)

Proses pendaftaran tanah di kantor pertanahan Kota Gorontalo mencakup dua

hal yaitu sebagai berikut :

ZDiolah dari hasil wawancara bersama Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Bapak Hasni
Salamanja, S.H, tanggal 22 April 2022 Pukul 13.15 WITA.



1. Pendaftaran Tanah secara Digital/ Elektronik

2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

4.2.1.1 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu inovasi
pemerintah melalui Kementerian Agraris Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tentang Pendaftaran Nasional yang

dituangkan dalam No 12 Tahun 2017 tentang PTSL.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan ketentuan lainnya.
Berdasarkan Undang-undang tersebut maka Prosedur Pendaftaran tanah untuk

pertama kali dilakukan adalah

1. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta
pendaftaran
Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya diukur dan
selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran, untuk bidang tanah yang
luas pemetaannya dilakukan dengan cara membuat peta sendiri, dengan
menggunakan data yang diambil dari peta dasar pendaftaran dan hasil ukur
batas tanah yang akan dipetakan.
Jika dalam wilayah pendaftaran tanah sporadic belum ada peta dasar
pendaftaran, dapat digunakan peta lain sepanjang peta tersebut memenuhi

persyaratan teknis untuk pembuatan peta pendaftaran, misalnya peta dari



instansi pekerjaan umum atau instansi pajak, dalam keadaan terpaksa karena
tidak tersedia peta dasar pendaftaran tanah atau pun peta lain pembuatan peta
dasar pendaftaran tanah ataupun peta lain pembuatan peta dasar pendaftaran
dapat dilakukan bersama dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah
yang bersangkutan dan bidang-bidang tanah sekelilingnya yang berbatasan

sehingga letak relative bidang tanah itu dapat ditentukan.

. Pembuatan daftar tanah

Bidang atau bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau
dibubuhkan nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran, dibukukan dalam
daftar tanah yang bentuk,isi, cara pengisian, penyimpanan, dan
pemeliharaanya akan di atur. Daftar tanah dimaksudkan sebagai sumber
informasi yang lengkap mengenai nomor bidang lokasi dan penunjukkan ke
nomor surat ukur bidang-bidang tanah yang ada wilayah pendaftaran hak
sebagai hasil pendaftaran untuk pertama kali maupun pemeliharannya

kemudian (Budi Harsono,1989.81)

. Pembuatan surat ukur

Untuk keperluan pendaftaran haknya, bidang-bidang tanah yang
sudah diukur serta dipetakan dalam peta pendaftaran dibuatkan surat ukur
yang dimaksud dalam uraian diatas, demikian ditentukan dalam pasal 22
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 beda dengan ketentuannya
dalam peraturan pemerintah PP No. 10 Tahun 1961 surat ukur bukan kutipan

dari peta pendaftaran tanah, surat ukur bukan kutipan dari peta pendaftaran



tanah, surat ukur memuat data fisik yang diambil dari peta pendaftaran. (Budi
Harsono, 1989.83)

Untuk wilayah pendaftaran tanah secara sporadic yang belum tersedia
peta pendaftaran surat ukur dibuat dari hasil pengukuran sebagai mana yang

diatur dalam pasal 20 PP Nomor 24 Tahun 1997.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zulkarnain Yahya pada

tanggal 20 April, beliau mengatakan

“untuk pendaftaran tanah sistematis lengkap biasanya kegiatan
pendaftarannya dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan untuk
melakukan pengecekan langsung sebidang tanah yang akan di ukur sesuai
dengan bidang tanah sipemohon dan biasanya itu menguras waktu dan
tenaga pegawai dari kantor BPN Kota Gorontalo karena mereka harus
melakukan kegiatan diluar. Kegiatan ini dilakukan didesa maupun kelurahan
vang telah ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat namun tetap mengikuti
protocol Kesehatan untuk menghindari penularan covid 19"**

Dalam hal ini pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatanyang
dilakukan untuk mendaftarkan sebidang tanah untuk pertama kalinya yang
sebelumnya belum pernah didaftar menurut ketentuan Undang-undang atau peraturan
pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah ini merupakan salah satu kegiatan yang bias
membantu untuk menstabilkan Kembali pemohon atau masyarakat yang mau
mendaftarkan tanahnya agar pendaftaran tanah yang sebelumnya menurun akibat

pandemic covid 19 bisa meningkat lagi.

Z4Diolahdariwawamncara dengan Anggota Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Bapak Zulkarnain
Yahya, Pada tanggal 25 April 2022, pukul 10.21 WITA



Menurut pendapat penulis masalah yang terjadi di Kantor Pertanahan
Nasional Kota Gorontalo akibat Pandemic covid 19 ini yaitu terjadinya penurunan

target hingga merosot jauh dari tahun sebelumnya.

Secara prosedur pendaftaran tanah sudah dilakukan dengan baik, pemohon
atau masyarakat bias dating langsung kekantor ataupun pihak BPN yang turun
langsung untuk melakukan pendaftaran tanah pertama kali di desa maupun di
kelurahan yang telah ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat tetap dengan
mengikuti protocol Kesehatan dan juga memakai masker. Pada saat pandemic covid
19 verifikasi secara digital saat ini sudah sangat membantu namun masih banyak

masyarakat yang belum tahu tentang hal tersebut.

4.2.1.2. Pendaftaran Tanah secara Digital/ Elektronik

Pendaftaran tanah adalah suatu rangkain kegiatan, yang dilakukan oleh
Negara/pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan
keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada diwilaya-
wilayah tertentu, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data
fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah
dan rumah-rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti
haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan
rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.?> Pelaksanaan pendaftaran
tanah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran

tanah, sehingga perlu dibuatkan dasar hokum untuk sertifikat elektronik. Pendaftaran

ZBodie Harsono, 2002, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah pembentukanUndang-
undangPokokAgraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Jambatan, him. 72



tanah secara digital/ Elektronik di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2021 tentang Hak Pengelolaan, Satuan Rumah Susun, Hak Atas Tanah, dan
Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah secara digital terdapat pada Pasal 84 ayat 1

yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan secara
elektronik.

Pendaftaran tanah secara online merupakan salah satu inovasi dari
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
Nomor 1 Tahun 2021 untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam
pelayanan dibidang pertanahan. Dengan adanya pendaftaran tanah secara online ini,
pelayanan di dalam Kantor Pertanahan Kota Gorontalo bias dikontrol dengan
mengingat kondisi sedang masa pandemic seperti ini untuk bias mengatisipasi
penularan covid 19.

Menurut seksi penetapan hak dan pendaftaran tanah di Badan Pertanahan
Nasional Kota Gorontalo bahwa masalah-masalah yang dihadapi oleh BPN terkait
pendaftaran online yaitu sebagai berikut :

“dalam pemdaftaran online ini masih kami lakukan secara bertahap sebab
ini baru diluncurkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan
Nasional RI dibuka September 2021 dan kami berharap ini bias membantu pemohon
atau masyarakat dalam melakukan pendaftaran tanah tanpa harus dating ke Kantor

Pertanahan Kota Gorontalo, walaupun kenyataan masih ada masyarakat yang



merasa pendafataran tanah secara online itu terlalu berbelit-belit dan mungkin
prosesnya akan lama.*°

Dalam penyelenggaran pendaftaran tanah secara digital/ elektronik ini bias
meningkatkan efisiensi baik pada proses ataupun pengimputan data, sekaligus ini
juga bias mengurangi kontak fisik antara penyedia layanan dan juga pemohon. Selain
itu pendaftaran digital juga bias sebagai upaya mengurangi biaya transaksi
pertanahan, serta hal ini juga efektif untuk mengurangi dampak dari pandemic covid
19.

Adapun hasil wawancara dengan bapak Usman Husain mengenai pendaftaran
tanah secara digital di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo yaitusebagaiberikut :

“saya merasa pendaftaran tanah online terlalu ribet karena harus
menggunakan website terus kalau mau mendaftar harus ambil — nomor antri
menggunakan waktu jika lewat dari waktu yang ditemtukan maka harus mendaftar
ulang lebih baik saya dating langsung ke BPN untuk mendaftar ™’

Dalam pendaftaran online maka peranan dari Kantor Pertanahan Nasional
Kota Gorontalo sangat diperlukan, mulai dari tahap pendaftaran hingga penertiban
sertifikat elektronik dengan meyakinkan pemohon atau mayarakat bahwa
pendaftaran online itu membantu mengurangi biaya administarif.

Prosedur pendaftaran secara digital/elektronik sebagai berikut :

1. Harus memiliki Email

2. Klik unggah file Formulir Permohonan ‘Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.

3. Klik unggah file Surat Kuasa dari pemilik bidang tanah.

ZDjolah dari hasil wawancara Bersama Bapak Zulkarnain Yahya selaku Seksi Penetapan Hak dan
Pendaftaran Tanah 20 april 2022 pukul 11.20 WITA
2’Wawancara Bersama Bapak Usman Husain selaku pemohon atau masyarakat 22 April 2022



4. Klik unggah file Identitas Pemohon yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP).

5. Klik unggah dokumen lainnya seperti gambar ukur, peta bidang tanah atau
peta ruang, surat ukur, gambar denah satuan rumah susun atau surat ukur
ruang, dokumen lain hasil pengumpulan dan pengolahan data fisik.

6. Klik tombol mengunggah
Setelah melakukan pendaftaran secara elektronik sesuai dengan persyaratan

diatas maka panitia pendaftaran tanah akan member nomor identitas dan yang
pemohon harus mengerti nomor identitasnya terima terdiri dari dua digit pertama
kode digit provinsi dan kedua digit kabupaten/kota ini sesuai dengan ketentuan Pasal

9 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik.

Berdasarkan hal diatas pendaftaran tanah secara digital/elektronik tersebut
dilakukan secara bertahap serta di simpan dalam bentuk dokumen elektronik dengan
memanfaatkan teknologi dan komunikasi di zaman sekarang. Data yang disimpan
secara elektronik tersebut akan di integritaskan dengan data yang dimiliki oleh
kementerian. Untuk keperluan pembuktian dipengadilan atau untuk informasi

pertanahan, masyarakat dapat diberikan akses melalui system elektronik dari BPN.

4.2.2. HambatanTerhadapPendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kota

Gorontalo di Masa Pandemic Covid 19

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (1) menyatakan
bahwa Pendaftaran tanah adalah rangkain kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah
secara terus menerus berkesinambungan secara teratur, meliputi pengumpulan,

pengolahan, pembukuan, dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data



yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan
rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti bagi bidang-bidang tanah yang
sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang

membebaninya.

4.2.2.1. KurangnyaSosialisasiTerhadap Masyarakat

Masyarakat merupakan salah bagian terpenting dalam prosedur pendaftaran
tanah karena masyarakata dalah pemohon yang akan mengajukan permohonan
pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo. Oleh karena itu jika tidak
ada partisipasi pegawai Kantor BPN dalam membantu mensosialisasikan bagaimana
tatacara pendaftaran tanah untuk mempermudah masyarakat bias memahami
prosedur pendaftaran dan hal apa yang harus disediakan. Karena hal inilah mengapa
masih banyak masyarakat yang kurang paham terhadap prosedur pelaksanaan tanah.
Kemudian tidak adanya table atau brosur yang menjelaskan prosedur dan tatacara
pendaftaran tanah, sehingga menghambat dalam pelaksanaan penerbitan sertifikat

hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo.

Apabila tidak ada partisipasi dari pegawai Kantor BPN dalam membantu
pemohon, khususnya Pemohon yang tidak tahu cara melacak berkas melalui website

dengan system elektronik.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anggota Seksi Penetapan Hak dan

Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo mengatakan bahwa

“untuk melakukan sosialisai di desa maupun kelurahan sudah kami
laksanakan tetapi mugkin kami belum bias mencakup semuanya karena ada



alasannya suatu lokasi yang sulit dijangkau atau mungkin pegawai BPN sedang ada
halangan/ hambatan saat itu tetapi kami sebagai pihak dari BPN akan berusaha
untuk memperbanyak sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat tidak lagi
mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pendaftaran tanah

Dalam hal ini sosialisasi sangat penting untuk dilaksanakan oleh pihak dari
BPN Kota Gorontalo agar masyarakat bias lebih paham bagaiamana prosedur
tatacara pendaftaran tanah dan apa saja yang harus dilengkapi sebagai persyaratan

untuk melakukan pendaftaran.

28 Diolah dari wawancara dengan lbu Hasni Salamanja, S.H selaku Kepala Penetapan Hak dan
Pendaftaran pada tanggal 24 April 2022



4.2.2.2 Jaringan

Jaringan merupakan salah satu hal yang terpenting dalam proses pendaftaran
tanah karena prosesnya dilakukan melalui aplikasi yang mengharuskan untuk
menggunakan jaringan pusat. Jika jaringan pusat bermasalah maka proses

pendaftaran tanahpun akan terhambat dengan memakan waktu yang cukup lama.

Proses pendaftaran tanah itu dihitung paling cepat 90 Hari Kerja dan paling
lama 120 Hari kerja jika selama proses tidak terganggu dengan hal-hal lain seperti

jaringan.

Wawancara saya bersama dengan Anggota Seksi Penetapan Hak dan

Pendaftaran beliau mengatakan

“ kami dari pihak BPN akan berusaha untuk meningkatkan pelayanan dalam
pendaftaran tanah khususnya dalam penerbitan sertifikat karena sekarang yang

membuat kami lama itu karena biasanya jaringan dari pusat yang bermasalah

sehingga prosesnya memakan waktu yang lama.”*

Penulis mengambil kesimpulan bahwa pelayanan di dalam Kantor Pertanahan
Kota Gorontalo harus lebih terbuka agar pemohon atau masyarakat tahu sudah
sampai dimana proses pendaftaran tanahnya, baik itu karena jaringan ataupun
masalah laiinya, serta dibutuhkan peran aktif dari BPN Kota Gorontalo dalam
merealisasikan pendaftaran tanah secara digital/ elektronik agar masyarakat tahu
prosedur yang harus dilakukan untuk melakukan pendaftaran tanah tersebut karena
pendaftaran tanah secara online bisa lebih mempermudah pemohon atau masyarakat

untuk tidak perlu datang ke kantor langsung apalagi dimasa pandemic seperti ini.

2 Diolah dari wawancara bersama Bapak Zulkarnain Yahya, S.H selaku anggota Seksi Penetapan Hak
dan Pendaftaran



Tabel

Data masyarakat yang mendaftar

NO | URAIAN TAHUN JUMLAH
1 Sebelum pandemic Covid 19 | 2019 12.415
2 Saat pandemic Covid 19 2020/2021 6.849/ 7.463

(SumberData : Badan Pertanahan Kota Gorontalo 26 April 2022)

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pandemi Covid 19 sangat berpengaruh
terhadap pelayanan kerja di Kantor Pertanahan Nasional Kota Gorontalo yaitu
sebelum Pandemi masyarakat yang mendaftarkan tanahnya sebanyak 12.415 orang
sedangkan pada saat pandemic Covid 19 masyarakat yang mendaftarkan tanahnya
menurun drastic sebanyak 6.849 orang itu pada tahun 2020 dan pada saattahun 2021
hanya bertambah sedikit masyarakat yang medaftarkan tanahnya yaitu sebanyak

7.463 orang.

Wawancara dengan Bapak Zulkarnain Yahya selaku  Anggota Seksi

Penetapan Hak dan Pendaftaran, beliau mengatakan

“kami dari pihak BPN akan terus meningkatkan kinerja kami dalam melakuka
npelayanan secara terbuka serta kami akan melakukan sosialisasi di desa maupun
kelurahan yang ada dikota Gorontalo agar masyarakat bias lebih mengetahui
bagaimana prosedur pendaftaran tanah serta apasaja berkas yang harus dilengkapi
oleh pemohon jika ingin mengajukan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota
Gorontalo serta mengembangkan pendaftaransecara digital/elektronik agar
masyarakat bias lebih mudah dalam mendaftarkan tanahnya hanya dengan melalui
website tanpa perlu dating ke Kantor Pertanahan Kota Gorontalo apalagi dimasa

pandemic seperti ini”’

Data yang diperoleh oleh penulis diatas, dapat diketahui bahwa Dari data-

kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahankota Gorontalo untuk

30 Diolah dari wawancara bersama Bapak Zulkarnain Yahya, S.H selaku Anggota Seksi Penetapan Hak
dan Pendaftaran



pendaftaran tanah yaitu kurangnya sosialisai terhadap masyarakat sehingga masih
ada masyarakat yang kurang tahu atau paham bagaimana proses pendaftaran tanah
yang ada di kantor pertanahan dan sekalipun melakukan permohonan di kantor
pertanahan untuk mendaftarkan sebidang tanahnya, pemohon pasti merasa bingung
berkas apa yang harus dibawa karena tidak adanya sosialisasi langsung kepada

masyarakat.

BAB V
PENUTUP

5.1 KESIMPULAN



Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya,

maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

5.2

1.

Dalam proses pendaftaran tanah secara digital/elektronik merupakan salah
satu solusi yang di keluarkan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan
Pertanahan Kota Gorontalo yang mempermudah pemohon atau masyarakat
dalam mendaftarkan datanya melalui website yang disedikan oleh BPN
dimasa Pandemic Covid 19 seperti ini untuk memutus rantai penularan Covid
19. Dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap merupakan kegiatan
pendaftaran tanah pertama kali dengan mendatangi langsung Desa atau
Kelurahan untuk mendata siapa saja masyarakat yang belum mendaftarkan

tanahnya.

Jaringan merupakan salah satu hal penting dalam proses pendaftaran tanah.
Namun jaringan juga merupaka faktor yang menghambat proses pendaftaran
tanah karena jika jaringan bermasalah maka prosesnya akan terhambat
bahkan bisa memakan waktu yang cukup lama.Kurangnya sosialialisasi
terhadap masyarakat mengakibatkan program pendaftaran tanah tidak bias
terlaksana dengan baik karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang
undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang prosedur pendaftaran
tanah. Sebab dengan terdaftarnya tanah di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo

maka pemohon memiliki ser‘[iﬁk%t6 yang digunakan sebagai bukti.

SARAN



Adapun yang menjadi saran dan masukan penulis dalam skripsi ini yaitu
sebagai berikut :

1. guna meningatkan kesadaran masyarakat agar mau mendaftarkan tanahnya
secara digital/elektronik karena itu hal baik dilakukan oleh BPN Kota
Gorontalo di masa pandemic seperti ini agar terhindar dari penularan virus
covid 19.

2. Badan Pertanahan Nasional Kota Goorontalo kiranya bisa mengadakan
sosialisasi terhadap masyarakat baik di desa maupun kelurahan yang belum
sempat di datangi guna sebagai pembelajaran dan manfaat dari sertifikat guna
timbulmnya kepastian hukum di masyarakat. Dan bias meningkatkan fasilitas
dan prasarana yang memadai agar pelayanan berjalan lancar dan tidak

memakan waktu yang lama.
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